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P E N E T A P A N 

Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.Tbh 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN 

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang 

majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara: 

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah 

Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Parit Mesjid 

Mumpa, RT 014 RW 004, Desa Mumpa, Kecamatan Tempuling, 

Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai Penggugat; 

melawan 

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekebun, pendidikan 

SLTP, tempat kediaman di Pasar Kilo 5 (rumah bapak sahlan), 

RT 02 RW 04, Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten 

Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 November 

2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.Tbh, 

tanggal 19 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai 

berikut: 

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2017 Penggugat dengan Tergugat telah 

melaksanakan pernikahan di Rumah orang tua Penggugat yang beralamat 

di Jalan Parit Mesjid Mumpa, RT 014 RW 004, Desa Mumpa, Kecamatan 

Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;   

2. Bahwa akad pernikahan tersebut dilakukan dihadapan pemandu nikah 

dengan wali nikah yang bernama Eman yang merupakan Saudara 

Kandung Penggugat, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Ijum 
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dan Agus serta mahar berupa Uang Tunai senilai Rp. 200.000 (dua ratus 

ribu rupiah);   

3. Bahwa pada saat akad nikah, Tergugat berstatus duda (cerai mati), 

sedangkan Penggugat berstatus gadis;   

4. Bahwa pada saat akad pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihadiri 

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang berwenang 

namun pernikahan tersebut tidak di daftarkan ke Kantor Urusan Agama 

secara sah;   

5. Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan pengesahan nikah dan 

permohonan perceraian;   

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, 

sepersusuan, maupun semenda, serta memenuhi syarat dan tidak ada 

larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum 

Islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;   

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah siri secara agama dikarenakan 

kesulitan untuk memenuhi persyaratan administrasi pernikahan resmi di 

KUA Kecamatan setempat;   

8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada pihak lain yang 

keberatan atas pernikahan tersebut dan sampai sekarang tidak pernah 

bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;   

9. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di 

kediaman rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Parit Mesjid 

Mumpa, RT 014 RW 004, Desa Mumpa, Kecamatan Tempuling, Kabupaten 

Indragiri Hilir, Provinsi Riau selama lebih kurang 7 bulan;  kemudian 

terakhir hidup bersama di rumah kediaman kediaman rumah orang tua 

yang beralamat di Pasar Kilo 5 (rumah bapak sahlan), RT 02 RW 04, Desa 

Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, 

hingga berpisah;   

10. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 

seorang anak yang bernama ANAK, Tempat dan Tanggal Lahir 

Tembilahan, 11 Agustus 2017, Umur 7 tahun, Pendidikan Sekarang 

SD/Sederajat. Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;   
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11. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya 

berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat 

dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh 

karena;   

a. Tergugat suka berjudi;   

b. Tergugat suka mabuk.  

12. Bahwa percekcokan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan 

memuncak pada tahun 2023  yang menyebabkan antara lain:  

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2023 

atau sudah selama 1 tahun, Penggugat pergi meninggalkan rumah 

kediaman bersama karena perkelahian dan pertengkaran. Saat ini 

Penggugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Parit Mesjid 

Mumpa, RT 014 RW 004, Desa Mumpa, Kecamatan Tempuling, 

Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan Tergugat tinggal di kediaman 

orang tua Tergugat di Pasar Kilo 5 (rumah bapak sahlan), RT 02 RW 04, 

Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi 

Riau;   

b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan 

kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir 

maupun bathin sejak tahun 2023;   

c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik 

dan tidak saling memedulikan lagi.  

13. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, 

Penggugat (telah memusyawarahkan) dengan keluarga, baik keluarga 

Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi 

untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut 

rumah tangga semakin sulit diselesaikan;   

14. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat 

sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan 

lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa 
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rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga 

lebih baik diputus karena perceraian;   

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat 

terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan 

tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi 

unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk 

menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;   

16. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.  

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada 

Ketua Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim 

yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan 

sebagai berikut : 

PRIMER: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;   

2. Menyatakan sah pernikahan Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat 

(PENGGUGAT) pada tanggal 11 bulan Februari tahun 2017 Penggugat 

dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan di Rumah orang tua 

Penggugat yang beralamat di Jalan Parit Mesjid Mumpa, RT 014 RW 004, 

Desa Mumpa, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi 

Riau;   

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT);   

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai 

dengan peraturan yang berlaku.  

SUBSIDER: 

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, 

mohon untuk penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang 

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke 

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut 
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menurut relaas Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.Tbh yang dibacakan dan diperiksa 

oleh Majelis Hakim di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak 

datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan 

berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat serta memberikan penjelasan 

terkait konsekuensi gugatan Tergugat, dan atas nasehat Majelis Hakim 

Penggugat menyatakan mengerti dan menyatakan permohonannya kepada 

majelis hakim untuk mencabut perkaranya; 

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal 

yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari penetapan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana terurai di atas; 

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat 

hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak 

pula mengutus kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, dan pula 

tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah 

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi 

Hukum Islam, majelis hakim dalam persidangan telah berusaha semaksimal 

mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah 

tangga bersama Tergugat dengan rukun dan harmonis serta memberikan 

penjelasan terkait konsekuensi gugatan Penggugat; 

Menimbang, bahwa atas nasihat dan penjelasan Majelis Hakim, 

Penggugat di muka sidang menyatakan mengerti dan menyatakan 

permohonannya untuk mencabut perkaranya; 

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara dapat 

dipertimbangkan untuk dikabulkan sepanjang tidak bertentangan dengan 

hukum sebagaimana ketentuan Pasal 271-272 Rv; 
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Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkaranya 

oleh Penggugat tersebut diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, 

maka tidak perlu meminta persetujuan Tergugat, sehingga berdasarkan 

pertimbangan serta ketentuan hukum di atas, Pengadilan menilai permohonan 

Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut tidaklah bertentangan dengan 

ketentuan hukum, sehingga patut dikabulkan, oleh karenanya untuk selanjutnya 

Pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya; 

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan 

Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai; 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini 

telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu 

memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatat 

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan; 

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena 

perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang 

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 

Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat; 

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan 

dengan perkara ini. 

MENETAPKAN 

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;   

2. Menyatakan perkara Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.Tbh dicabut;   

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 

sejumlah Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);   

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang 

dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan 

dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Ahmad Khatib, S.H.I. 

sebagai Hakim Ketua, Amry Saputra, S.H. dan Aab Abdul Wahab, S.Sy., M.H. 

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam 

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut 
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dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Miswan, 

S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya 

Tergugat; 

 

Hakim Anggota 
 

ttd 
 

Amry Saputra, S.H. 

Hakim Ketua 
 

ttd 
 

Ahmad Khatib, S.H.I. 
 

Hakim Anggota 
 

ttd 
 

Aab Abdul Wahab, S.Sy., M.H. 
 

 

 Panitera Pengganti 
 

ttd 
 

Miswan, S.H.I. 
 
Perincian biaya : 
1. PNBP 

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00 
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat  : Rp 20.000,00 
c. Redaksi : Rp 10.000,00 
e. Pencabutan : Rp 10.000,00 

2. Biaya Proses : Rp 80.000,00 
3. Panggilan : Rp 650.000,00 
4. Meterai : Rp 10.000,00 
J u m l a h : Rp 810.000,00 
Terbilang (delapan ratus sepuluh ribu rupiah). 
 
 
 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7


